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ABSTRAK

Darmiati, 2015. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan
Menggunakan Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Sinjai. Pembimbing Idham Khalid dan Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi sistem informasi akuntansi
keuangan daerah dengan menggunakan technology acceptance model. Data yang
digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner, data yang didapatkan
dikembangkan dengan menilai dari berapa kuesioner yang diterima. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya technology acceptance model yang
diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten sinjai dinilai dapat meningkatkan
kinerja pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa proses penerimaan SIKD

sepenuhnya dapat dijelaskan oleh technology acceptance model (TAM).

Kata kunci : SIKD, technology acceptance model (TAM), persepsi kemudahan,
persepsi kegunaan, sikap menggunakan, niat perilaku menggunakan dan penggunaan

sesungguhnya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, ketersediaan informasi yang cepat dan
akurat menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi pada saat tingkat
perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan berlangsung demikian
cepat. Demikian pula halnya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan,
ketersediaan data yang cepat dan akurat menjadi suatu keharusan khususnya
di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan
evaluasi dari suatu kebijakan.

Meningkatnya kebutuhan informasi mengakibatkan kebutuhan
pengembangan sistem informasi juga meningkat. Adanya suatu
pengembangan system akan membantu perusahaan untuk mempermudah
pengelolaan data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk
mencapai tujuanya, tiap instansi atau perusahaan memerlukan system yang
bias mengatur semua proses bisnis yang terjadi, mulai dari proses
mengumpulkan, mengirimkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data-
data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas

atau operasi organisasi sehari-hari.



Pemerintah daerah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBD
berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil
pelaksana pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab terebut yaitu
menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas,
termasuk didalamnya informasi keuangan daerah (IKD).Pemerintah daerah
untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan
menyampaikan IKD kepada stakeholder. Hal ini dilakukan agar proses
pembangunan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good
governance).

Untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik tersebut
melalui Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah direvisi dengan PP
Nomor 65 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan SIKD. Dalam
PP tersebut diamanatkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD
di daerahnya masing-masing dengan menggunakan system informasi
pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah kabupaten Sinjai merupakan salah satu instansi
pemerintahan yang menyelenggarakan peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

disyaratkan bahwa kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)



untuk menyususn RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk keperluan
penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan PKD
(Pengelolaan Keuangan Daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah
kabupaten Sunjai diharapkan mampu untuk mengimplementasikan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

SIKD di pemerintah daerah kabupaten Sinjai diimplementasikan
dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen
Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah).SIMAKDA merupakan suatu
system informasi yang telah dikembangkan untuk membantu pemerintah
daerah (pemda) dakam pengelolaan keuangan.Dengan system informasi ini
pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolan keuangan daerah secara
terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan
pelaporannya.

Menurut Muhammad (2010), penerapan teknologi informasi dalam
jajaran pemerintahan akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi terutama
pada sumber daya manusianya. Faktor sumber daya manusia sebagai
pengguna dan pemakai sistem informasi sangat penting untuk diperhatikan
dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan penggunaan untuk
menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menetukan sukses
tidaknya pengembangan sistem tersebut (Kustono, 2000 dalam Tangke,
2004:10). Keberadaan sistem Informasi keuangan daerah (SIKD) di

pemereintah daerah Sinjai belum tentu dirasakan manfaatnya oleh



pegawai/pemakai sistem, karena penggunaanya untuk pengolahan data
akuntansi dan kegiatan lain kemungkinan tidak selalu mendatangkan
kemudahan bagi pegawai. Bahkan sebalikya, keberadaan teknologi informasi
tersebut dapat mendatangkan kesulitan bagi pegawainya.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh atas
penerimaan pegawai (pemakai) terhadap SIKD di pemrintah kabupaten Sinjai,
maka diperlukan suatu model yang menggambarkan tingkat penerimaan
terhadap teknologi yaitu Technology Acceptance Model (TAM). TAM
merupakan suatu model penerimaan system teknologi informasi yang akan
digunakan oleh pemakai (Jogiyanto, 2007:111). Model penerimaan teknologi
atau tehnology acceptance model (TAM) ini pertama kali diperkenalkan oleh
Davis (1989). Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan penjelasan
tentang penentuan penerimaan computer secara umum dan memberikan
penejlasan tentang perilaku/sikap pengguna dalam suatu populasi
(Davis.1989:985).

Berdasarakan uraian di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk
menganalisis lebih lanjut mengenai penerimaan individu terhadap system
teknologi informasi di pemerintahan daerah, khususnya di kabupaten
Sinjai.Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah dengan Menggunakan Technology Acceptance Model

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai”.



B. Rumusan masalah
Penelitian ini ingin menganalisis sistem informasi keuangan daerah
(SIKD) di pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggunakan model
penerimaan teknologi (technology acceptance model/TAM) dan melihat
hubungan antar variable menurut model tersebut.Sesuai model TAM, rumusan
masalah penelitian adalah sebagai berikut’Bagaimana Aplikasi Sistem
Informasi Akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan Technology

Acceptance Model pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan menggunakan
Technology Acceptance Model (TAM) pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Sinjai.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi untuk memberikan bukti empiris atau masukan bagi
perkembangan sistem informasi khususnya sistem informasi akuntansi
dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunkan sistem yang

dikembangkan berdasarkan model penerimaan teknologi (7echnology



Acceptance Model), sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai
model penerimaan teknologi untuk mengimplementasikan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah.
Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada
pihak pemerintahan untuk melihat peran sistem informasi terutama untuk
system informasi keuangan daerah agar lebih relevan dan sesuai dengan
sistem yang digunakan yang digunakan oleh pegawai dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu kumpulan yang diambil seseorang,
badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk
mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Istilah ini dapat
diterapkan oleh pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor publik serta
individu.Tujuan kebijakan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang ada di masyarakat, untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem informasi fungsional
yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem
informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi
dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain
membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi.
1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Ahli

Kasmir (2004: 4) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang
memproses data dan transaksi guna menghasikan informasi yang
bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan pengoperasian
bisnis.

James A. Hall (2001 : 17) mendefinisikan sistem informasi akuntansi
terdiri dari tiga subsistem utama : sistem pemrosesan transaksi yang
mendukung operasi bisnis setiap hari dengan sejumlah dokumen untuk
para pemakai seluruh organisasi, sistem pelaporan buku besar yang
menghasilkan laporan keuangan tradisional, sistem pelaporan manajemen
yang menyediakan manajemen dengan internal laporan keuangan dengan
tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan

keputusan.



Mulyadi (2001). Sistem informasi akuntansi adalah catatan dan
laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan guna memudahkan pengelolaan
perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa sistem
informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi
untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan baik berupa catatan
atau laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa guna memudahkan

pengelolaan perusahaan.

. Fungsi penting yang dibentuk SIA

Adapun fungsi penting sistem informasi akuntansi menurut Agus (2007 :

59) adalah :

a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.

b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam
proses pengambilan keputusan.

c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

. Tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi
Tujuan utama penyusunan sistem informasi akuntansi dalam suatu

perusahaan menurut La Midjan (1995 : 12) adalah sebagai berikut:



a. Untuk meningkatkan informasi, yaitu informasi yang tepat guna,

terpercaya dan tepat waktu, dengan kata lain sistem informasi

akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi

yang diperlukan.

b. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, yaitu sistem

pengendalian internal yang diperlukan agar dapat mengamankan

kekayaan perusahaan. ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi

yang disusun harus juga mengandung kegiatan pengendalian internal.

c. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berhubungan dengan

adanya biaya-biaya untuk menyusun sistem informasi akuntansi

seefisien mungkin.

4. Manfaat sistem informasi akuntansi

Sutarman (2013), menngemukakan manfaat sistem informasi akuntansi :

a.

Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga
dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif
dan efisien.

Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa
yang dihasilkan

Meningkatkan efisiensi

Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan

Meningkatkan sharing knowledge
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f. menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

5. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

a. Manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem

b. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi
sebagai masukan, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi

c. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan.

d. Dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana
pencatatan pada saat transaksi

e. Peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam

melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan.

B. Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian
yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah, dan
berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa

sebelumnya. terdapat tuntunan yang lebih besar dari masyarakat untuk
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dilakukan transparansi dan akuntantabilitas publik oleh lembaga-lembaga
sektor publik.

Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih
besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan
yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi
manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan
pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai
implikasi financial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki
peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan naik oleh
kalangan akademisi maupun praktik sektor publik.

Organsisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan
untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial,
serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan
tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui
sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.
Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang
terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat
ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi
disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan

penerapan dan perlakuan akuntansi pada dimain public. Istilah “sektor
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publik” sendiri memilki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap
disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara
pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu
ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang
aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga
dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan
beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan
pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk
tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh
sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai
konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda
dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan di
antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari
perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor
swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk
memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang
menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang

lebih maju dan efisien.
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2. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu efektivitas yang memilki tujuan
(purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil
tertentu, dan hasil tersebut harus memilki manfaat. Akuntansi digunakan
baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang
berbeda. Dalam beberapa hal ini, akuntansi sektor publik berbeda dengan
akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi
tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang
mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi
oerganisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan
demografi.

a. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik
antara lain :
1) Pertumbuhan ekonomi
2) Tingkat inflasi
3) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
4) Sector produksi
5) Tenaga kerja

6) Arus modal dalam negeri
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7) Cadangan devisa
8) Nilai tukar mata uang
9) Infrastuktur dan teknologi
10) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sektor informal
b. Faktor politik
Faktor politik yang mempengaruhi sector public antara lain :
1) Hubungan Negara dengan masyarakat
2) Legitimasi pemerintah
3) Tipe rezim yang berkuasa
4) Ideology Negara
5) Etik politik dan massa
6) Jaringan internasional
7) Kelembagaan
c. Faktor kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi oerganisasi sektor publik
antara lain :
1) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
2) Sistem nilai di masyarakat
3) Historis
4) Sosiologi kemasyarakatan
5) Karakeristik masyarakat

6) Tingkat pendidikan
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d. Faktor demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik
antara lain :
1) Pertumbuhan penduduk
2) Struktur usia penduduk
3) Migrasi

4) Tingkat kesehatan

3. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
a. Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta

dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu :

1) Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda
dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada
tjuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat
semangat untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangka
pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk
maksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (public
service), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan,
penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang

kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kenutuhan pokok
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masyarakat). Meskipun tujuan utama sector public adalah
pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik
sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial.
Organisasi sector publik juga memiliki tujuan financial, akan
tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan
operasionalnya dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta.
Sumber pembiayaan

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat
dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen
keuangan disebut sektor modal atau struktur pembiayaan. Struktur
pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal
bentuk, jenis dan tingkat resiko. Pada sektor publik sumber
pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service,
laba perusahaan milik Negara, pinjaman pemerintah berupa utang
luar negeri dan obligasi pemerintah. Pada sektor swasta sumber
pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan
sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri
atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan
(retained earnings) dan modal pemilik. Sedangkan sumber
pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi,

dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.
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Pola pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda
dengan sektor swasta. Manajemen pada sector swasta
bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham)
dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik
manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber
dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka
pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (public
funds).
Struktur organisasi

Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda
dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik
bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur
organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor
utama yang membedakan sektor publik dengan setor swasta
adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi
sektor publik.
Karakteristik anggaran

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik
rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara
terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai

rahasia Negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta
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bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia

perusahaan.

6) Stakeholder yang dipengaruhi

1) Stakeholder sektor publik ada dua. Yaitu :

a) Stakeholder eksternal

1.

2.

6.

7.

Masyarakat pengguna jasa publik

Masyrakat pembayar pajak

Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang
menggunakan pelayanan publik sebagai input atas
aktivitas organisasi

Bank sebagai kreditur pemerintah

Badan-badan internasional, seperti Bank dunia, IMF,
ADB, PBB dsb.

Investor asing dan Country Analyst

Generasi yang akan datang

b) Stakeholder internal

1.

2.

Lembaga Negara

Kelompok politik (partai politik)

. Manajer  politik  (gubernur,  bupati,  direktur

BUMN/BUMD)

. Pegawai pemerintah
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2) Stakeholder sektor swasta
a) Stakeholder eksternal
1. Bank sebagai kreditur
2. Serikat buruh
3. Pemerintah
4. Pemasok
5. Distributor
6. Pelanggan dan masyarakt serikat dagang dan pasar
modal
b) Stakeholder internal
1. Manajemen
2. Karyawan
3. Pemegang saham
7) sistem akuntansi yang digunakan
Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan.
Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah
akuntansi berbasis akrual (accrual accounting). Accrual
accounting adalah metode pencatatan dalam akuntansi dimana
dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan
konsep pengakuan yang sesungguhnya sedangkan pada sektor
publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas

(cash accounting). Cash accounting merupakan metode pencatatn
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dalam akuntansi dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi

dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima.

b. Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang

berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat

persamaan, yaitu :

1.

Kedua sektor, baik sektor publik maupun sector swasta merupakan
bagian integral dari sistem ekonomi di suatu Negara dan keduanya
menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan
organisasi.

Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah
kelangkaan sumber daya (scarcity of reseources), sehingga baik
sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan
sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

Proses pengendalian manajemen, termasuk mmanajemen keuangan,
pada dasarnya sama dikedua sektor. Kedua sektor sama-sama
membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk
melaksanakan  fungsi manajemen, yaitu : perencanaan,
pengorganisasian, dan pengendalian.

Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama,

misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di
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bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan
energy dan sebagianya.
5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan

hukum lain yang disyaratkan

4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993)
menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sector public adalah :

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan
pengendalian manajemen (management control)

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan
efektif program dan penggunan sumber daya yang menjadi
wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk
melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabiltas

(accountability).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia

informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor
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publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen
maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi
digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan
strategic, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan

pelaporan kinerja

5. Perkembangan Akuntansi Sektor publik

Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam
pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-
an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat
dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah “sektor publik” mulai dipakai
pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering
dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait
dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan.

Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung
teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan
kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Berbagai kritik muncul
terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh
tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor
swasta. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan
dengan sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan

ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sector public sering dijadikan
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sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor
publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan
pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan
pembangunan sektor publik.

Pada tahun 1980-an reformasi sector public dilakukan di Negara-
negara industry maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada.
Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan
New Public Management (NPM) dan reinventing government di banyak
Negara terutama Anglo-Saxon. Dengan adanay perubahan pada sector
public tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sector public
akuntansi sector public kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan

perubahan-perubahan yang terjadi.

. Akuntabilitas Publik

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sector public
dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas
public oleh organisasi sector public (seperti: pemerintah pusat dan daerah,
unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara).
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
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memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut. Akuntabilitas public terdiri atas dua macam, yaitu :
a. Akuntabilitas vertical (vertical accountability)

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat
kepada MPR.

b. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)

Adalah pertanggungjawaban kepada masyrakat luas.

Akuntabilitas public yang diharuskan oleh organisasi sector public
terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat

dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public, yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probity and legality)

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap hukum dan perantara lain yang disyaratkan dalam

penggunaan sumber dana public.
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b. Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal
kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan
prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui
pemberian pelayanan public yang cepat, responsive, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas program (program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan
yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah
memperhatikan alternative program yang memberikan hasil yang optimal
yang biayayang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang

diambil pemerintah terhadap DPRDPRD dan masyarakat luas.



26

C. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah didefinisikan bahwa SIKD adalah suatu
sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data
keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan
kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka
perencanaa, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah
daerah. Selain itu informasi keuangan daerah (IKD) berdasarkan PP tersebut
didefinisikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan keuangan
daerah  yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan  SIKD.
Penyelenggaraan SIKD di pemerintah telah diatur dalam PP Nomor 65 Tahun
2010. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan SIKD secara
nasional adalah Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah daerah
menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan
sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

melaksanakan keuangan sesuai dengan kewenangannya.
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Berdasarkan hal di atas, pemerintah daerah kabupaten Sinjai selaku

penyelenggara SIKD di daerahnya menerapkan SIKD dengan menggunakan

aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi

Keuangan Daerah).

1.

Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah
(SIMAKDA) SIMAKDA adalah program aplikasi yang mampu
memfasilitasi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
dalam hal ini mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah
data-data terkait lainnya menjadi informasi yang dapat disajikan kepada
masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pramono Hariadi
(2010) sebagai selaku  pengguna anggaran/barang wajib
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan
ekuitas dana yang berada dibawah tanggung jawabnya. Mekanisme dan
prosedur penyelegaraan akuntansi tersebut ditetapka dengan Keputusan
Kepala Daerah serta mengacu pada Standar Akuntansi dan Laporan
Keuangan Pusat. Dalam pelaksanaannya, sistem akuntansi keuangan
daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan
akuntansi untuk menjamin konsistensi laporan keuangan daerah.
SIMAKDA merupakan software yang dibangun dengan mengadaptasi
sistem perundang-undangan terbaru yang berlaku dalam keuangan

pemerintah. Melalui perencanaan yang matang dalam pembuatan sistem,
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aplikasi ini memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya karena
mudah dipahami. Selain itu, keamanan dan kerahasiaan data sangat terjaga
melalui teknologi yang dikembangkan.
a. Modul-modul Simakda
Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi
Keuangan Daerah (SIMAKDA) memiliki fitur-fitur yang sesuai
dengan tugas pokok da fungsi SKPD, yang didalamnya termuat
modul-modul sebagai berikut :
1) Anggaran (form input RKA, form input DPA/DPPA, Perda tentang
APBD, DAN perkada Tentang penjabaran APBD)
2) Kuasa BUD (Anggaran Kas Pemda, SPD, SP2D, Buku
Bendaharawan)
3) Akutansi (Buku Jurnasl, Buku Besar , Neraca Saldo)
4) Laporan Keuangan (LRA. Arus kas, Neraca)
5) Utilitas
b. Fungsi utama aplikasi simakda
Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran
dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) dalam penerapannya
sebagai berikut :
1. Memperkuat basis manajemen otonomi daerah, khususnya dalam

bidang pengelolan informasi keuangan daerah
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2. Mengembangkan sistem informasi (komputerisasi) akuntansi yang
dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.

3. Menyediakan laporanpertanggungjawaban keuangan daerah yang
dibutuhkan yang telah ditetapkan.

4. Menyediakan informasi keuangan yng handal dan akurat sehingga
mampu mendukung proses perencanaan dan pengendalian yang
dilakukan oleh pimpinan.

5. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah tang handal dan

mampu memanfaatkan teknologi informasi.

D. Model penerimaan tekhnologi atau technology acceptance model (TAM)

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang
dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan
penerimaan individual terhadap penggunan sistem teknologi informasi adalah
model penerimaan tekhnologi (technology acceptance model) (TAM)
(Jogiyanto, 2007 : 111). Model penerimaan teknologi (TAM) merupakan
suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh
pemakai.

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of
Reasoned Action) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis

bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal, akan menentukan
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sikap dan perilaku orangtersebut. Reaksi dan persepsi pengguna teknologi
informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap
teknologi tersebut. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi adalah
persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem informasi sebagai salah
satu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga
alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan sistem
informasi menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur
dalam penerimaan sebuah sistem.

Kartika E.S. (2009) TAM telah banyak digunakan untuk memprediksi
penerimaan user dan penggunaannya didasarkan pada persepsi kegunaan
(perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease
of use). Davis (1989) mengembangkan TAM dengan mengadaptasi dari TRA
untuk memahami hubungan sebab akibat dengan mengaitkan variabel-variabel
eksternal untuk intensitas penggunaan teknologi informasi dan penggunaan
actual. TAM dikembangkan di bawah kontrak dengan IBM kanada Ltd, pada
pertengahan tahun 1980-an yang digunakan untuk mengevaluasi potensial
pasar untuk berbagai macam aplikasi PC dalam area multimedia, image
processing, dan pen-based computing sebagai pedoman bagi investor dalam
pengembangan produk baru. Banyak peneliti mereplikasi TAM atau
menggunakan instrument TAM ( yang secara empiris mempunyai tingkat
validitas tinggi) secara ekstensif untuk mencari range isu-isu dalam area

penerimaan user. Para peneliti sistem informasi manajemen menggunakan
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TAM dan TRA sebagai dasar teoritis untuk penelitian mereka terhadap factor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan user tentang teknologi informasi tetapi
dengan modifikasi TAM yang disesuaikan dengan kondisi penelitiannya.

Penelitian ini didasarkan pada TAM yang dikembangkan oleh Davis
(1986) dalam Jogiyanto (2007:113) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan
pengguna teknologi informasi (information technology acceptance)
ditentukan oleh 5 konstruk, yaitu :

a. Persepsi kemudahan (perceived ease of use) didefiniskan sebagai
sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi
akan bebas dari usaha.

b. Persepsi kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai sejauh
mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan
meningkatkan kinerja pekerjaannya

c. Sikap menggunakan teknologi (attitude toward using technology)
didefinisikan sebagi persaaan positif atau negative dari seseorang jika
harus melakukan perilaku yang ditentukan.

d. Niat perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to use
technology) merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap
menggunakan suatu teknologi

e. Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology use)
merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan

sistem.
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1. Kelebihan dan kelemahan TAM

a. Kelebihan TAM

Technology Acceptance Model (TAM) mempunyai beberapa

kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan-kelebthan TAM

menurut Jogiyanto (2007:134-135) adalah sebagai berikut :

1))

2)

3)

4)

TAM merupakan model perilaku (behavior) yang
bermanfaat untk menjawab pertanyaan mengapa banyak
sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena
pemakainya tidak mempunyai niat (intention) untuk
menggunakannya.

TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat.

TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya
sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa
TAM merupakan model yang baik.

Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini
merupakan model yang parsimoni yaitu model yang paling

sederhana tetapi valid.

b. Kelemahan-kelemahan TAM

Di samping kelebihan-kelebihan TAM tersebut, TAM juga

mempunyai beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut Jogiyanto

(2007:134-135) :



1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat
umum saja tentang niat dan perilaku pemakaian sistem
dalam menerima sistem teknologi informasi.

Perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak
dikontrol dengan perilaku (behavior control) yang
membatasi niat perilaku seseorang. Control perilaku
seseornag ini menjelaskan mengapa seseorang mempunyai
niat perilaku yang berbeda pada situasi yang sama.

Perilaku (behavior) yang diukur di TAM seharusnya adalah
pemakai atau penggunaan teknologi sesungguhnya (actual
usage).

TAM umumnya hanya menggunakan sistem nformasi saja.

Beberapa penelitian  TAM  menggunakan  subyek
mahasiswa.

TAM kebanyakan menggunakan hanya subjek tunggal
sejenis saja, misalnya hanya menggunakan sebuah
organisasi saja sebuah departemen saja, atau sebuah
kelompok mahasiswa tertentu saja.

Penelitian ini umumnya adalah penelitian cross sectional
yang hanya melibatkan waktu satu periode saja tetapi

dengan banyak sampel individu.
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8) Umumnya dalam model penelitian TAM kurang dapat
menjelaskan sepenuhnya antara hubungan (causation)

variabel-variabel di dalam model.



E. Kerangka Pikir

Sistem Informasi

Akuntansi

A 4

Technology Acceptance

Model (TAM)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
Yang berlokasikan di JI. Jend. Ahmad Yani , Sinjai Sulawesi Selatan. Adapun
waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan Mei sampai bulan Juni

2015.

B. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder
1. Data primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi mengenai
pengaruh sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah
yang berkaitan dengan penulisan ini.
2. Data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen,
literature, maupun hasil penelitian yang lain dan yang ada kaitannya

dengan penelitian ini ke instansi terkait.
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C. Metode Pengumpulan Data
Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih
disesuaikan dengan analisis sistem informasi dan kemampuan penelitian
sendiri tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku. Metode yang
digunakan pada teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :
a. Penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan menelaah buku-buku
literature, artikel dan karya-karya ilmiah lainnya yang dianggap memeliki
relevansi dengan pembahasan proposal ini.

b. Penelitian lapangan (field research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung

kelapangan (lokasi) penelitian, dimana penulisan langsung melakukan

penelitian pada objek yang diteliti.

D. Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah dalam hal ini sistem informasi manajemen angaran
dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA) di pemerintah daerah kabupaten
sinjai. Sampel dalam penelitian ini adalah semua kepala SKPD (satuan kerja
perangkat daerah) satuan pejabat pengguna angaran, sekretaris daerah/kepala

tata usaha selaku PKPA (pejabat kuasa pengguna anggaran). Dan kepala
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SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah) selaku pejabat pengelola
keuangan daerah (PPKD) yang dala, hal ini adalah bagian keuangan
dilingkungan pemerinah daerah kabupaten sinjai. Perrimbangan daam
pemilihan sampel tersebut karena kepala SKPD, PKPA, dan kepalaSKPKD
memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja
daerah (APBD) di mana mereka terlibat mulai dari merencanakan sampai
pelaksanaan anggaran, yang memungkinkan member pengaruh terhadapsikap
dalam penggunaan/penerimaan program aplikasi SIMAKDA sebagian bagi

dari SIKD di pemerintah daerah tempa mereka bekerja.

. Metode Analisis

Untuk mengkaji data yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Sinjai, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang
mendeskripsika data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan
kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif untuk mengungkap fakta atau
keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan
menyuguhkan apa adanya untuk menafsirkan dan menuturkan data yang
bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi yang dapat diuraikan dalam

bentuk teori.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

(BPKAD) Kab. Sinjai

Standar pelayanan publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji
dari penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas
kepada masyarakat disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi
pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan masyarakat dialkukan berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, psrtisipasi dan akuntabilitas

Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan
pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah membentuk Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dinilai memiliki standar
pelayanan public sebagai pedoman penyelenggaran pelayanan dan acuaan

kaulitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Seiring berlakunyan PP 41 tahun 2010 tentang struktur dan tata kerja
organisasi pemerintahan, maka sejak tahun 2012 dibentuk badan pengelolan

keuangan dan aset daerah kabupaten sinjai. Pada awal berdirinya, badan
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pengelolan keuangan dan aset daerah kabupaten sinjai dipimpin oleh bapak
ASLAN ABBAS, SH, MH selaku kepala badan. Padan badan pengelolaan
keuangan dan asset daerah terdapat 1 sekretariat dan 4 bidang yang terdiri dari
bidang anggaran, bidang asset daerah, bidang perbendaharaan dan bidang

akuntansi dan pelaporan

Pada tahun ini, badan pengelolaan keuangan dan asset daerah

kabupaten sinjai dipimpin oleh bapak Drs. H. MUHAMMAD IRVAN, M.SI.

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari :
a. Kepala badan

b. Sekretariat

c. Bidang anggaran

d. Bidang perbendaharaan

e. Bidang akuntansi dan pelaporan

f. Bidang asset
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B. Visi dan Misi BPKAD
1. Visi
“Menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, akuntabel

dan profesionalitas untuk mewujudkan kabupaten sinjai menuju WTP

2015~

2. Misi
a. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolan
keuangan dan aset daerah
b. Mengembangkan sistem manajemne pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
c. Menciptakan sistem manajemen pengelolaan keuangan aset daerah

dalam rangka tercipatnya akuntabilitas aset daerah.



C. Struktur Organisasi

KEPALA BADAN
(BPKAD)
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD
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D. Tugas dan Tanggung Jawab

1.

Kepala Badan

Tugas pokoknya adalah :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan

keuangan dan investasi aset daerah serta membina dan mengkoordinasi

kegiatan manajemen untuk melaksanakan tugas dekosentrasi pada masing-

masing bidang. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah

b. Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah

c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah

d. Pelaksanaan tata usaha badan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup
tugasnya

Sekretariat

Tugas pokoknya adalah :

a. Menyelenggarakan urusan atat usaha yang meliputi urusan
penyusunan program, tata usaha pengelolaan keuangan, umum

kepegawaian dan perlengkapan
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Merencanakan kebijakan operasional disekretariat berdasarkan
kebijakan umum kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
dan renstra badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai
pedoman kerja

Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program
pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prsarana
aparatur serta pembangunan sistem perencanaan, pelaporan kinerja
dan keuangan

Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat
agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tulisan pimpinan kepada
bidang yang bersangkutan agar dapat diselesaikan secara proporsional
dan professional

Memberikan usul dan saran kepada kepala badan pengelolan keuangan
dan aset daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang
analistis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan
kebijakan dan penyelesaian suatu permsalahan

Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku
untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja

Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan secretariat kepada kepala
badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun

tertulis
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Sekretariat terdiri dari :

a) Sub bagian program
1. Sub bagian program mempunya tugas mengumpul dan mengolah
data, bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
koordinasi, fasilitas pembinaan teknis perencanaan dan menyusun
rencana program dan kegiatan pendataan dan monitoring, evaluasi
dan pelaporan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Menyusun rencana program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan
3. Melaksanakan penyusunan rencana strategi badan
4. Menghimpun dan menyusun bahan pelaporan pelaksanaan
program kerja badan
5. Memeriksa dan mengoreksi serta mengontrol hasil kerja bawahan
untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya
b) Sub bagian keuangan
Tugas pokonya adalah ;
1. Menyiapkan bahan pengendali, perbendaharaan, pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan perlengkapan
2. Menyelenggrakan urusan administrasi keuangan dan akuntansi

yang meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas
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permintaan pembayran dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan aset daerah

Melaksankan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara
pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran
Menindaklanjuti atas tuntunan ganti rugi dan tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan lingkup badan pengelolaan keuangan dan aset
daera

Menghitung dan menyusun usulan anggaran tahunan beserta

perubahannya dengan rumusan kebutuhan belanja badan

¢) Sub bagian umum dan kepegawaian

Tugas pokoknya adalah :

1.

Mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi mum,
administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, peningkatan
kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan laporan
Melaksanakan pengolahan administrasi persuratan, kearsipan dan
urusan umum lainnya

Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan
pemeliharaan peralatan dan perlengakapan aset-aset daerah
Melaksanakan  dan  menyelesaikan  urusan  administrasi
kepegawaian dilingkungan badan yang berkenan dengan hak-hak
pegawai, termasuk penghargaan dan tanda kehormatan

Mengelola arsip dan dokumen pegawai
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3. Bidang anggaran

Tugas pokonya adalah :

&

Memimpin dan merencanakan, emngatur dan mengendalikan kegiatan
dan penyelenggaraan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup
penyusunan rancangan peraturan daerah menganai anggaran
pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah

Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, melakukan
penagihan pitang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
daerah

Merencanakan program kerja bidang anggaran meliputi koordinasi dan
pembinaan bidang anggaran pendapatan

Merencanakan program kerja anggaran penanganan urusan
pemerintah, penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan
dan belanja daerah, kebiajkan pendanaan kerjasama pemerintahan dan
perencanaan dan penganggaran pemerintahan

Melaksanakan pengolahan rencana anggaran belanja langsung/belanja
tidak langsung yang disusun masing-masing satuan kerja perangkat
daerah

Merumuskan bahan penyusunan konseo pedoman pelaksanaan

anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung
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Bidang anggaran terdiri dari :

a)

b)

Sub bidang perencanaan anggaran pendapatan

Tugas pokokny adalah :

1. Merumuskan program kerja, melaksanakan koordinasi dalam
rangka penyusunan APBD dan bina anggaran daerah

2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang penyusunan
APBD dan bina anggaran daerah berdasarkan tugas dan renstra
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

3. Mengkoordinasikan SKPD dalam pemyusunan rancangan APBD
dan rancangan perubahan APBD

4. Menyimpan anggaran kas untuk pemerintah daerah

5. Memeriksa persiapan pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA)

Sub bidang perencanaan anggaran dan pembiayaan

Tugas pokonya adalah :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan, melaksnakan penataushaan,
epnegndalian dan pelaporan dan perimbangan dan pembiayaan
serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pinjaman, obligasi

daerah
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2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang
perencanaan anggaran dan pembiayaan berdasarkan tugas dan
renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja berdasarkan informasi,
data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih

lanjut

4. Bidang perbendaharaan

Tugas pokoknya adalah :

a.

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan dan
penyelenggaraan sebagian tugas kepala badan dalm lingkup
penatausahaan Negara.

Menyusun pedoman teknis dalam melaksanakan pengelolaan dan
pengendalian dibidang perbendaharaan

Melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta
melakukan pembinaan terhadap SKPD.

Melaksanakan pengendalian  penerimaan, penyimpangan dan
pembayaran atas beban rekening kas umum daerah

Melaksanakan pemungutan/pemotongan piutang dan utang daerah.
Melaksankan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta

pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
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g. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis administrasi

keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan

pengendalian di bidang perbendaharaan

Bidang perbendaharaan terdiri dari :

a) Sub bidang pembiayaan

Tugas pokonya adalah :

1.

Merumuskan dan menyusun program kerja dan kegiatan serta

pelaksanaan kegiatan dibidang pembiayaan

2. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan program kerja dan

kegiatan bidang perbendaharaan dan sub bidang pembiayaan

3. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

b) Sub bidang pengelolaan kas

Tugas pokoknya adalah :

1.

Merumuskan dan menyususn program kerja dan kegiatan serta
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas
Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta
melakukan pembinaan terhadap SKPD
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD)
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4. Melaksanakan proses penerbitan dan daftar pengantar SP2D
belanja SKPD
5. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata

usaha keuangan daerah.

5. Bidang akuntansi dan pelaporan

Tugas pokoknya adalah :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi
penerimaan dan pengeluaran.

b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang pembukuan
dan pelaporan

¢. Merencanakan program kerja bidang anggaran meliputi koordinasi dan
pembinaan bidang pembukuan dan pelaporan berdasarkan petunjuk
atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pediman dalam
pelaksanaan tugas.

d. Melaskanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
program kerja dan kegiatan sub bidang akuntansi dan informasi

keuangan daerah dan sub bidang pelaporan
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e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan bidang pembukuan

dan pelaporan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima

sebagai bahan penyempurnaa lebih lanjut.

Sub bidang akuntansi dan pelopran terdiri dari :

a) Sub bidang pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan

Tugas pokoknya adalah :

1.

Merumuskan dan menyusun rencana kerja, menyusun kebijakan
teknis bidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah serta
melaksanakan monitoring terhadap laporan keuangan.
Melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang sistem
akuntansi keuangan daerah.

Menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis
dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah
Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang
akuntansi dan informasi keuangan daerah berdasarkan capaian
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang
akuntansi dan informasi keuangan daerah kepada kepala badan

pengelolaan keuangan daerah.
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b) Sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban

Tugas pokoknya adalah :

1.

Mermuskan dan menyusun rencana kerja, laporan keuangan daerah,
melaksnakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, menyusun
pertanggungajwaban  pelaksanaan  keuangan daerah  serta
melaporkan dan mengevaluasi realisasi anggaran kabupaten.
Melaksnakan penyusunan rencana program kerja sub bidang
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menyusun laporan keuangan daerah dan rancanagn peraturan
daerah etantang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.
Melaksanakan evaluasi terhadap realisasi APBD

Menyusun laporan realisasi anggaran kabupaten

Melakukan pencatatan penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai

penerimaan daerah.

6. Bidang asset

Tugas pokoknya adalah :

a.

Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan

barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaa,

penatausahaan, pemanfataan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaa, pengawasan dan

pengendalian serta inventarisasi.
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Mengkordinasi, emlaksanankan dan  mengendalikan  kegiatan
penyusunan rencana program dan kegiatan bidang asset

Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang
berkenaan dengan pengelolaan keuangan milik daerah.

Menysusn mekanisme penggunaan daan pemanfaatan barang milik
daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pengguna barang
kuasa pengguna barang melalui kepala badan terkait pengelolaan dan
penatausahaan barang milik daerah

Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli
kepemilikan barang milik daerah

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggraan pengelolaan

barang milik daerah

Bidang asset terdiri dari :

a) Bidang pengelolaan aset daerah

Tugas pokoknya adalah :

1.

Merumuskan dan menyusun rencana kerja, melaksanakan rekapitulasi
dan pelaporan barang milik daerah serta menysusn pedoman standar

kebutuhan barang daerah dan ptunjuk teknis pengelolaan aset
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Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan rencana kebutuhan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan
aset

Menghimpun dan merekapitulasi laporan barang pengguna semester dan
tahunan menjadi laporan barang milik daerah

Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang pengelolaan
aset berdasarkan pencapaian kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya
Melaporkan hasil pelaksnaan tugas dan kegiatan sub bidang pengelolaan
aset kepada kepala bidang aset secara periodic sebagai bahan

pertanggungjawaban

b) Sub bidang penilaian dan penghapusan aset

Tugas pokoknya adalah :

1.

Merumuskan dan menyusun rencana kerja, melaksanakan penilaian,
menyususn laporan mutasi serta melaksankan penatausahaan barang
milik daerah

Menyusun rencana kerja, dan kinerja tahunan sub bidang penilaian dan
penghapusan aset

Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan
dengan barang milik daerah guna pengkajian penggunaan,
penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan

pengendalian status kepemilikan daerah
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4. Membuat laporan pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan
barang milik daerah serta laporan-laporan yang menyangkut barang
milik daerah

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data dan informasi yang

diterima.



BABV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Flowchart Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Kabupaten Sinjai
Untuk menggambarkan informasi keuangan dalam suatu perusahaan
diperlukan adanya suatu sistem informasi yang akan memberikan kemudahan
kepada SKPD ataupun karyawan dalam suatu perusahaan untuk menilai
informasi keuangan dan juga untuk menilai tingkat kinerja suatu sistem
tersebut. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sinjai mempunyai sistem informasi keuangan yang dapat dilihat

dalam gambar di bawabh ini.

57



Diata Drats
leuangan *  leuangan

st Anggars
st Anggaran |
keuurgan

Anggamn
Kewmgan

-

Memsbuat SPP

Penyajin

PP

SPP
Pengajusn

v
< Pengecekan

v

[ SPP Pergesihan
dan BKU

Membuat SPM

Membual
™ Laporan SPM I

Memibnat SPF
Pergesal

v
Laporan SPM | ¢

SPF dan 5P)
[r——

M BEU dan SPM

Membuat SPIT)

-
Pengesahan ¥ ¥
2 . s
Membust . .
Lapotan SPP #| Pecgsfun
- 1 Membuat Membuat
Laporan 5P Bumt SPT Cicilan 37271 | |Laporen SP2D
§ Pergesabun -
&
L 2
2 Tapomn
SPIN
L3

L ]
Kwitansi
Cieilan SPID

Membuat 5P
Pergajuan

Berdasarkan BEL

&B]
Pengzsalan

L 4
Mot
Laporan 5P

L]
| Laporun SPT

M
Cicilan SPI0

Kowitunsi
Cicilan SE20

Gambar 4.1 Flowchart sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Sinjai

Untuk menggambarkan flowchart sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
yang berbasis komputerisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sinjai memberikan gambaran sistem informasi keuangan dengan
keterangan sebagai berikut :

1. Pihak administrasi memberikan data keuangan kepada BPP (Bendahara

Pengeluaran Pembantu).

2. Kemudian dari data keuangan dibuat anggaran keuangan oleh BPP.
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11.

12.

13.

14.
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BPP membuat SPP (Surat Permohonan Pengajuan) dari anggaran
keuangan.

Pihak verifikator mengecek SPP pengajuan dan mengesahkannya, apabila
anggaran disetujui langsung SPP disahkan tetapi apabila anggaran tidak
disetujui, SPP dikembalikan kepada BPP.

Kemudian SPP yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP.
Selanjutnya, dari SPP yang telah disahkan, BPP membuat BKU (Buku
Kas Umum), kemudian BKU tersebut dibuat laporannya dan diarsipkan.
BPP membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berdasarkan data BKU.
SPJ diberikan ke pihak verifikator untuk disahkan, kemudian SPJ yang
sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP.

Oleh BPP dibuat juga laporan SPJ yang sudah disahkan dan dikirimkan
juga kepada pihak BP.

Selanjutnya SPP dan BKU yang sudah disahkan diberikan kepada pihak
BP untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan diberikan kepada
pihak BPP.

SPM dibuat laporannya untuk diarsipkan oleh pihak BP.

Kemudian pihak BP memberikan SPP valid, BKU, SPJ valid dan SPM
kepada pihak Biro.

Selanjutnya pihak biro membuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) yang kemudian dikirimkan kepada BP.

Pihak BP membuatkan laporan SP2D untuk diarsipkan.
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15. Kemudian BP juga membuat SP2D cicilan yang dapat dicek oleh BPP
untuk setiap pengambilan dana anggaran.
16. Pihak BP juga membuat kwitansi SP2D cicilan untuk diberikan kepada

pihak administrasi.”

. Sistem informasi akuntansi pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sinjai

Untuk menilai tingkat kinerja yang tinggi pada suatu perusahaan maka
suatu sistem dapat menentukan tingkat kinerja tersebut. Oleh karena itu Badan
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah menggunakan Sistem informasi
manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA).

Adapun sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat

pada gambar di bawah ini

Bagan 4.1 Sistem informasi akuntansi keuangan daerah

Penyusunan Dokumen pelaksanaan
 —
APBD APBD dan Penatausahan
Pengeluaran
Pelaksanaan dan Akuntansi dan
penatausahaan pelaporan

penerimaan
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Bagan 4.1 diatas menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi
keuangan daerah sangat diperlukan untuk menilai tingkat kinerja sebuah
perusahaan yang mana para SKPD yang telah dibentuk oleh kepala badan
memulai dengan penyusunan APBD dan membuat dokumen tentang
pelaksanaan APBD dan penatausahaan pengeluaran yang akan diberikan oleh
bagian akuntansi dan pelaporan dan akan melaksanakan penatausahaan

penerimaan tentang penyusunan APBD.

Diagram alur penyusunan APBD

Melibatkan _ Asas efisiensi, tepat guna,
masyarakat tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan
Pendekatan
kinerja
Menghasilkan APBD yang

dapat mensejahterakan
Masyarakat
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Berdasarkan diagram alur penyusunan APBD di atas menunjukkan
bahwa sistem informasi akuntansi sangat mendukung untuk meningkatkan
kinerja keuangan karena dapat melibatkan seluruh masyarakat untuk bekerja
sama dalam mengelola APBD ataupun keuangan daerah dengan berdasar pada
asas efisiensi, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui
pendekatan kinerja untuk dapat mensejahterakan masyarakat dalam mengelola

APBD atau keuangan daerah.

. Deskrpisi Data

Pemilihan model Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah yang
berorientasi pada upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten
Sinjai merupakan salah satu perkembangan sistem informasi akuntansi yang
bergerak dalam bidang keuangan daerah untuk menilai kedepannya kinerja

pemerintah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Pengukuran dan penilaian sistem informasi akuntans dilaksankan
sesuai dengan penetapan kinerja pada pemerintah daerah kabupaten sinjai
untuk menilai sejauh mana tingkat penrimaan dan penggunaan sistem
onformasi akuntansi keuangan daerah yang digunakan untuk mengola

informasi keuangannya.
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Untuk menilai tingkat penerimaan sistem informasi akuntansi pada
pemerintah daerah kabupaten sinjai maka peneliti memperoleh data yang
berupa data primer dalam bentuk kuesioner. Adapun kuesioner yang disebar
yaitu Kuesioner yang berisi 23 item pertanyaan disebarkan kepada 84
responden diantaranya yang menjabat sebagai Kepala, Sekretaris dan Kepala
Bagian Keuangan Sekretariat melalui 42 Kantor yang terdiri dari 16 Dinas dan
8 Badan serta lainnya yaitu Inspektorat Daerah. Penyebaran kuesioner
dilakukan secara langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai

pada 1 agustus sampai dengan 10 agustus 2015.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 72 eksemplar atau
85% dari jumlah kuesioner yang disebarkan yaitu sebanyak 84 keusioner.
Jumlah kuesioner dengan data yang dapat diolah adalah sebanyak 70
eksemplar atau 80%, dimana 2 data kuesioner tidak dapat diolah karena
jawaban tidak lengkap dan rusak. Dengan pertimbangan keterbatasan waktu
dan jumlah kuesioner yang kembali tersebut sudah dianggap mencukupi atau
memadai untuk di analalisis. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.1

(terlampir).



Tabel 4.2 Karakteristik Responden
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Karakteristik Frekuensi Persentase
(100%)
Jenis kelamin Pria 50 35
Wanita 20 14
Umur Dibawah 21

tahun 0 0

21 s.d 30 tahun 4 2,8

31 s.d 40 tahun 12 8,4

41 s.d 50 tahun 22 15,4

Di atas 51 tahun 32 22,4

Pendidikan SLTA 2 1,4
terakhir Diploma 12 8,4

Sarjana (S1) 35 24,5

Magister (S2) 18 12,6
Doktor (S3) 3 2,
Lainnya 0 0

Lama Dibawah 5 tahun 6 472

menggunakan 6 s.d 10 tahun 64 44,8
SIAKD 11 s.d 20 tahun 0 0
Diatas 21 tahun 0 0

Sumber : Data yang diolah, 2015

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pria

sebanyak 50 orang atau 42 %, sedangkan jumlah responden perempuan

sebanyak 20 orang atau 16,8%. Selanjutnya dilihat dari factor umur sebagian

besar responden berusia di 51 tahun sebanyak 32 responden atau 28,88%,

responden yang berumur antara 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 22

responden atau 18,48%, dan responden yang berumur antara 31 sampai

dengan 40 tahun sebanyak 12 responden atau 10,04 %.
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Berdasarkan jenjang pendidikan yakni SLTA sebanyak 2 responden
atau 1,68%, sarjana (S1) sebanyak 35 responden atau 29,4% dan master (S2)
sebanyak 18 responden atau 15,12%, sedangkan responden yang jenjang

doctor sebanyak 3 responden atau 2,52%.

Selanjutnya responden yang menggunakan SIAKD dibawah 5 tahun
sebnayak 6 responden atau 5,04%, sedangkan responden yang menggunakan
SIAKD antara 6 sampai dengan 10 tahun lamanya sebanyak 64 responden

atau 53,76%.

. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai

Penggunaan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada
pemerintah daerah kabupaten sinjai dapat dikatakan efektif, karena sistem
informasi yang digunakan untuk mengolah keuangan daerah sangat
menunjang kinerja pemerintah terbukti dengan adanya data yang diperoleh
yaitu data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh SKPD

seluruh kabupaten sinjai.

Selain data kuesioner diatas, peneliti juga mendapatkan data berupa
wawancara dari salah satu karyawan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah kabupaten sinjai yaitu bapak BAHRI, S.Sos, M.AP selaku

kepala bidang penilaian dan penghapusan aset yang menyatakan bahwa

dengan adanya sistem informasi keuangan daerah yang berlaku di Kabupaten
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sinjai khususnya di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ini,
dapat mempermudah para karyawan ataupun SKPD yang ada dikabupaten
sinjai untuk menggunakan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan mereka untuk mengaplikasikan sistem informasi tersebut
khususnya dalam mengelola keuangan di Kabupaten Sinjai in. selain itu,
dengan banyaknya sistem informasi yang berkembang saat ini kita
mengharapkan agar sistem informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai”.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi
akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan TAM (technology
Acceptance Model) pada kantor pemerintah daerah kabupaten sinjai.
Variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
lima konstruk utama pada TAM yakni, persepsi kemudahan
(perceived ease of use), persepsi kegunaan (perceived usefulness),
sikap menggunakan SIKD (attitude toward using), niat perilaku
mengguakan SIKD (behavioral intention of use) dan penggunaan
SIKD sesungguhnya (actual use).

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, yang
menunjukkan bahwa responden setuju untuk mengelola keuangan
daerah dengan model TAM karena banyaknya responden yang setuju
dengan persepsi kegunaan, kemudahan, niat menggunakan sistem
tersebut karena dapat memberikan kemudahan untuk mengoperasikan
sistem informasi untuk mengelola keuangan daerah, mudah untuk
terampil dalam menggunakan aplikasi sistem dengan model TAM

tersebut.
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4. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya

aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan pada pemerintah
daerah  kabupaten sinjai khususnya TAM dapat meningkatkan

kinerja pada pemerintah daerah kabupaten sinjai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1.

Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan menggunakan
Technology Acceptance Model akan lebih bermanfaat bagi perusahaan
untuk menilai tingkat kinerja keuangan, maka peneliti menyarankan
kepada perusahaan untuk menggunakan model TAM untuk
menunjukkan bagaimana aplikasi tersebut memberi kemudahan,
kegunaan bagi penggunanya untuk meningkatkan kualitas sistem
informasi akuntansi perusahaan.

Seharusnya perusahaan harus lebih konsisten dalam memilih dan
menerapkan sistem informasi khususnya model TAM yang akan
digunakan untuk mengelola keuangan daerah untuk membantu
meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Ruang lingkup penelitian untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas

lagi sehinga tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas.
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4. Penelitian yang akan datang mengenai aspek yang sama sebaiknya

melakukan pre-test untuk memperkecil kemungkinan gambaran yang

lebih jelas tentang keadaan yang sesungguhnya.

C. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatsan yang perlu

diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan

tersebut sebagai berikut :

1.

Penelitian ini memiliki jumlah sampel 74 responden yang sedikit dan
terbatas untuk populasi pengguna SIMAKDA dipemerintah daerah
kabupaten sinjai

Ruang lingkup penelitian hanya diwilayah kabiupaten sinjai, sehingga
kurang bias mewakili persepsi atau tingkat pemahaman terhadap
penerimaan sistem informasi yang diadobsi diwilayah lain.
Keterbatasan yang melekat dalam metode survey yaitu peneliti tidak
bisa mengontrol jawaban responden apabila responden tidak jujur
dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan tidak lengkapnya

pengisian kuesioner.
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Tabel 4.1 Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner
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tanaman

No Responden Kuesioner Kuesioner | Kuesioner | Kuesioner
yang yang yang tidak | yang dapat
disebar/dikirm kembali dapat diolah
digunakan
1 Sekretariat DPRD 2 2 0 2
2 | Sekretariat Daerah 4 3 0 3
3 | Secretariat  dewan 2 2 0 2
pengurus KORPRI
4 | Inspektorat 20 12 2 10
5 | Dinas-Dinas
a. Dinas
pekerjaan 2 2 0 2
umum
b. Dinas Tata
Ruang, 2 2 0 2
Pemukiman
dan
Perumahan
c. Dinas 2 2 0 2
Perhubungan
d. dinas 2 2 0 2
kesehatan
e. dinas
pendidikan, 2 2 0 2
pemuda dan
olahraga
f. dinas tenaga
kerja, social 2 2 0 2
dan
transmigrasi
g. dinas
kependuduka 2 2 0 2
n dan catatan
sipil
h. dinas
pertanian, 2 2 0 2




pangan dan
hortikultura

i. dinas
perkebunan
dan
kehutanan

j. dinas
kelautan dan
perikanan

k. dinas
peternakan
dan
kesehatan
hewan

[. dinas
perindustrian
dan
perdagangan

m. dinas energy
dan sumber
daya mineral

n. dinas
koperasi dan
usaha mikro
kecil dan
menengah

o. dinas
pendapatan
daerah

p. dinas
komunikasi,
informatika,
kebudayaan
dan
kepariwisataa
n

Badan-badan
a. badan
peganggulan
gan bencana

daerah
b. badan
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pemberdaaya 2
an
masyarakat

c. badan
pemberdayaa 2
n perempuan
dan keluarga
berencana

d. badan
pelaksana 2
penyuluhan
dan
ketahanan
pangan

e. badan
pengelolaan 10
keuangan dan
aset daerah

f. badan
penanaman 2
modal  dan
pelayanan
perzinan

g. badan
perencanaan 2
pembanguna
n, peneliti
dan
pengembanga
n daerah

h. badan 2
kepegwaian
daerah

JUMLAH 84

72

70

N Sampel =70
Responden = (70 / 84) x 100% =83 %

Sumber : Data yang diolah, 2015
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KUISIONER

Petunjuk Pengisian

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian,
mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri dari tempat yang telah disediakan.
Pada tipe pilihan, mohon diberi lingakaran pada nomor jawaban yang Bapak/Ibu
anggap paling tepat. persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use), Persepsi
Kegunaan (Perceived Usefulness), Sikap Menggunakan SIKD (Attitude Toward
Using), Niat Perilaku Menggunakan SIKD (Behavioral Intention To Use),
Penggunaan SIKD Sesungguhnya (Actual Use) terhadap kepuasan pengguna akhir
sistem informasi akuntansi di tempat Bapak/Ibu bekerja dengan melingkari nomor

pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

A. Pertanyaan Umum
Nama
Jenis Kelamin
Umur
Pendidikan terakhir/jurusan
Posisi (jabatan pekerjaan)
Masa kerja

Lama menggunakan SIKD



B. Pertanyaan Khusus

1. Pertanyaan tertutup

Berikut ini akan dilampirkan pertanyaan mengenai persepsi
kemudahan (Perceived Ease of Use), Persepsi Kegunaan (Perceived

Usefulness), Sikap Menggunakan SIKD (Attitude Toward Using), Niat
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Perilaku Menggunakan SIKD (Behavioral Intention To Use), Penggunaan

SIKD Sesungguhnya (Actual Use) terhadap kepuasan pengguna akhir
sistem informasi akuntansi di tempat Bapak/Ibu bekerja dengan

melingkari nomor pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

2. Keterangan

Sangat Tidak Setuju STS
Tidak Setuju TS
Netral N
Setuju S
Sangat Setuju SS

a. Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use)
Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk mengungkapkan persepsi
bapak/ibu mengenai kemudahan penggunaan Sistem Informasi Keuangan

Daerah (SIKD) pada instansi tempat bapak/ibu bekerja.
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= Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang kemudahan penggunaan SIKD

di tempat bapak/ibu bekerja sesuai dengan kelompok pertanyaan di

bawabh ini.
No Pernyataan 1 2 3 4 5
STS| TS | N S SS
1 | Belajar untuk mengoperasikan SIKD adalah
mudah bagi saya
2 | Menurut saya, mudah untuk melakukan apa
saja dengan menggunakan SIKD
3 | Berinteraksi dengan SIKD sangat jelas dan
mudah dimengerti
4 | Mudah untuk terampil dalam menggunakan
SIKD
5 | Menurut saya, sangat fleksibel dalam
berinteraksi dengan SIKD
6 | Menurut saya, SIKD mudah digunakan
b. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness)
Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk mengungkapkan presepsi
bapak/ibu mengenai kegunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
pada instansi tempat bapak/ibu bekerja.
= Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang kegunaan SIKD di tempat
bapak/ibu bekerja sesuai dengan kelompok pertanyaan di bawah ini.
No Pernyataan 1 2 3 | 4 5
STS| TS| N [ S| SS
1 Dengan menggunakan SIKD, mempercepat
penyelesaian tugas-tugas saya.
2 | Dengan menggunakan SIKD, kinerja saya akan
meningkat.
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3 | Dengan menggunakan SIKD, produktivitas saya
meningkat.

4 | Dengan menggunakan SIKD, efektivitas saya
dalam bekerja meningkat.

5 | Dengan menggunakan SIKD, lebih memudahkan
saya dalam menjalankan pekerjaan saya.

6 | Menurut saya, SIKD berguna dalam pekerjaan

saya.

Sikap Menggunakan SIKD (Attitude Toward Using)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk memberikan kesempatan

kepada bapak/ibu dalam mengungkapkan bagaimana sikap bapak/ibu terhadap

penggunaan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja.

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap terhadap menggunakan

SIKD dalam mengelola aktivitas instansi sesuai dengan kelompok

pertanyaan di bawah ini.

No Pernyataan 1 2 3 4 | 5
STS | TS [ N | S |SS
1 Saya merasa senang berinteraksi dengan SIKD.
2 | Penggunaan SIKD menyediakan banyak
kenikmatan dan kemudahan bagi saya.
3 | Saya menikmati penggunaan SIKD dalam
pekerjaan saya.
4 | Menggunakan SIKD membosankan bagi saya.
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d. Niat Perilaku Menggunakan SIKD (Behavioral Intention To Use)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada bapak/ibu dalam mengungkapkan bagaimana niat perilaku bapak/ibu
terhadap penggunaan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja.

= Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang niat perilaku menggunakan
SIKD di tempat bapak/ibu bekerja sesuai dengan kelompok pertanyaan

di bawah ini.

E N

No Pernyataan 1 2 3

STS| TS | N | S

1 Saya selalu mencoba untuk menggunakan
SIKD setiap kali saya melakukan tugas dan
SIKD sangat membantu saya dalam melakukan
itu.

2 | Saya selalu mencoba untuk menggunakan
SIKD setiap ada kasus yang mungkin terjadi
dalam pekerjaan saya.

3 Saya berencana untuk menggunakan SIKD di
masa yang akan datang.

4 | Saya berniat untuk terus menggunakan SIKD di
masa yang akan datang.

5 | Saya berharap SIKD digunakan terus menerus
di masa yang akan datang.

Penggunaan SIKD Sesungguhnya (Actual Use)
Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada bapak/ibu dalam mengungkapkan bagaimana penggunaan SIKD

sesungguhnya dalam setiap aktivitas instansi tempat bapak/ibu bekerja.
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Seberapa berat intensitas penggunaan SIKD sesungguhnya yang
dioperasikan oleh Bapak/Ibu dalam setiap mengelola kegiatan instansi
tempat Bapak/Ibu bekerja. (Mohon bapak/ibu nyatakan sesuai dengan
praktek selama ini).

Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan SIKD dalam mengelola

aktivitas instansi tempat bapak/ibu bekerja.

No

[N

Pernyataan 1 2 3

STS TS N S

Seberapa berat intensitas penggunaan anda
terhadap sistem informasi keuangan daerah
(SIKD) dalam pekerjaan anda.

Seberapa sering anda menggunakan SIKD.




Tabel 4.3 Nama-nama Responden Kuesioner

No Nama Responden Jenis kelamin
1 Ifa Muliana P
2 Irfan L
3 Resky P
4 Babhri L
5 Irmawati arta P
6 Indriani abubakar P
7 Muhammad denial L
8 Sugiono L
9 Ruslan L
10 | A. Kristin saribanong P
11 | A. Amran L
12 | H.Amiruddin L
13 | Hasniati P
14 | A.Awaluddin L
15 | Verawati P
16 | H.A. Ambang L
17 | Arif L
18 | Irmawati hanif P
19 | Indah P
20 | Muflihah P
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21 | Nurintan

22 | Ratnawati

23 | Iva yulianinngsi
24 | Yuliana

25 | Haslinda

26 | Ridwan

27 | Irwan

28 | Bahar

29 | Syukri

30 | Saifullah

31 | Ahmad amrullah
32 | Sulkifli

&3
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